BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.* Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat) belaka.?
Negara hukum memiliki konsep yang tujuannya ialah menciptakan ketertiban,
keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam artian setiap
perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Menurut
J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto sebagaimana dikutip oleh Chainur
Arrasjid yang mana menjelaskan bahwa ‘“hukum adalah peraturan-peraturan
bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran
terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.® Disini
hukum berperan saling melengkapi untuk menciptakan ketertiban dan hukum dalam
kehidupan masyarakat dengan memberikan pedoman dalam bertingkah laku berupa
norma-norma meliputi perintah, larangan dan kebolehan.*

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki fungsi
vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakikatnya, hukum

pidana hadir sebagai instrumen negara untuk mengatur tata tertib masyarakat,

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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melindungi kepentingan hukum, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran
norma yang dilakukan oleh individu maupun kelompok®. Tujuan utama dari hukum
pidana bukan hanya memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga
mencegah timbulnya tindak pidana baru, memberikan efek jera, serta memulihkan
keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dengan
demikian, eksistensi hukum pidana erat kaitannya dengan konsep keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi landasan dalam setiap proses
penegakan hukum.®

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana tidak selalu diwujudkan dalam
bentuk hukuman penjara atau pidana badan lainnya. Sistem hukum pidana di
Indonesia mengenal adanya pidana percobaan, yaitu suatu pidana yang dijatuhkan
namun pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu dalam jangka waktu
tertentu. Konsep pidana percobaan ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal
14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inti dari ketentuan tersebut
adalah bahwa seorang terpidana tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
tetapi pelaksanaan pidananya tidak dijalankan selama ia memenuhi syarat yang
ditetapkan hakim dalam masa percobaan.’

Pidana percobaan dipandang sebagai wujud dari kebijakan pemidanaan yang

progresif dan humanis, karena memberikan kesempatan kepada pelaku tindak
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pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara.® Kebijakan
ini lahir dari pemikiran bahwa tidak semua tindak pidana harus dibalas dengan
hukuman badan, mengingat penjara seringkali justru menimbulkan dampak negatif
berupa prisonisasi, stigmatisasi, dan hilangnya kesempatan pelaku untuk menjalani
kehidupan sosial secara wajar. Dengan adanya pidana percobaan, negara
memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan itikad baik dalam
memperbaiki dirinya di tengah masyarakat.®

Namun demikian, penerapan pidana percobaan tidak jarang menimbulkan
perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi hukum. Kritik yang muncul
pada umumnya terkait dengan kasus-kasus tertentu di mana pidana percobaan
dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan, khususnya apabila diberikan kepada
pelaku tindak pidana yang dinilai serius atau meresahkan masyarakat. Terdapat
pandangan bahwa pidana percobaan lebih tepat diberikan untuk tindak pidana
ringan, sedangkan untuk tindak pidana dengan akibat yang cukup serius, penjatuhan
pidana badan dianggap lebih memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak hanya dituntut
membuktikan adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus menggali secara
mendalam aspek psikologis dan kondisi darurat yang dialami terdakwa.'

Salah satu tindak pidana yang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat

adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana ini secara langsung menyerang
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integritas tubuh dan kesehatan seseorang sehingga menimbulkan luka, penderitaan,
bahkan kematian.!* Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan dipandang sebagai
bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang serius. Lebih lanjut, dalam
praktiknya kekerasan tidak jarang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari
satu orang pelaku. Bentuk kekerasan bersama-sama ini menimbulkan dampak yang
lebih berat karena korban menghadapi kekerasan dari banyak pelaku sekaligus.
KUHP sendiri telah mengatur pemberatan terhadap tindak pidana yang dilakukan
secara bersama-sama, sebab sifat perbuatannya dinilai lebih berbahaya dan
berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat.*?

Di sisi lain, maraknya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama
menunjukkan adanya fenomena sosial terkait lemahnya pengendalian diri dan
meningkatnya perilaku kekerasan dalam masyarakat. Kasus-kasus kekerasan kerap
terjadi di ruang publik, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun massa.
Hal ini berimplikasi pada terganggunya rasa aman masyarakat, sehingga menuntut
aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menangani perkara tersebut.
Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam kasus kekerasan bersama-sama menjadi

sorotan publik, karena diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan

memberikan efek jera kepada pelaku.™®
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Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat beberapa kasus
kekerasan secara bersama-sama di mana hakim menjatuhkan pidana percobaan
kepada para terdakwa. Salah satunya adalah Putusan Nomor: 2376/Pid/2024/PT
Mdn. Dalam putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana percobaan
terhadap terdakwa meskipun terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama.
Putusan tersebut menarik perhatian, karena di satu sisi telah terbukti adanya
perbuatan pidana yang jelas menyerang tubuh korban, namun di sisi lain, hakim
memutuskan untuk tidak menjalankan pidana badan terhadap terdakwa.

Penelitian ini penting dilakukan karena putusan pengadilan tidak hanya
menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk
yurisprudensi serta memberikan arah terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Apabila hakim terlalu mudah memberikan pidana percobaan terhadap pelaku tindak
pidana kekerasan bersama-sama, maka hal tersebut berpotensi menurunkan efek
jera dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja peradilan.
Sebaliknya, apabila hakim menjatuhkan pidana badan secara kaku tanpa
mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, maka pemidanaan dapat
kehilangan sifat humanisnya. Oleh karena itu, keseimbangan dalam penjatuhan
pidana menjadi aspek penting yang perlu dianalisis secara yuridis.*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian

hukum yang mendalam dengan judul “Analisis Yuridis Hukuman Pidana
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